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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak adanya peraturan perundang-
undangan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, sehingga terjadilah kekosongan hukum. Persoalan tidak adanya
pembatasan periodisasi masa jabatan menjadi penting karena dilihat dari sejarah
otoritarianisme masa lalu berupa penyalahgunaan kekuasaan, karena banyak kasus
pejabat di negara Indonesia orang berkuasa yang lama justru sering
menyalahgunakan kekuasaannya. Berdasarkan permasalahan yang telah
dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan ke dalam dua pokok
permasalahan yaitu apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia serta bagaimana perspektif maslahah
mursalah terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau (library research).
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep,
asas hukum, kasus, perbandingan, serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan analitik,
yaitu menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah
ditentukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan 3 faktor urgensi pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Pertama, kekosongan
hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan berbentuk korupsi. Ketiga, regenerasi
kepemimpinan. Selain itu, dalam perspektif maslahah mursalah, maka hal ini
termasuk ke dalam tingkatan kemaslahatan umum (maslahah al-ammah) bagi
bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Pembatasan, Periodisasi Masa Jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat,
Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

This research is motivated by the absence of laws and regulations related
to the limitation of periodization of Dewan Perwakilan Rakyat, so that there is a
legal vacuum, the problem of the periodization absence of the officals position is
important because it is seen from the history of past authoritarianism in the form
of abuse of power. Because there are many cases of officials in Indonesia often
abuse their power. Based on the problems that have been described previously, the
authors formulate into two main problems, namely what is the urgency of limiting
the periodization of members of Dewan Perwakilan Rakyat in Indonesia and what
is the perspective of maslahah mursalah on these problems.

This research uses the type of library research. The approach used is
juridical-normative, which is an approach based on the main legal material by
examining theories, concepts, legal principles, cases, comparisons, and laws and
regulations related to this research. As well as using an analytical approach,
namely analyzing the legal aspect of the object of study based on the theory that
has been determined in the research.

The results of this study resulted in 3 urgency factors for limiting the
periodization of the offical of members of Dewan Perwakilan Rakyat: First, the
legal vacuum. Second, abuse of power takes the form of corruption. Third,
leadership regeneration. In addition, in the perspective of maslahah mursalah, this
is included in the level of public benefit (maslahah al-ammabh) for the nation and
state, people and also the government. This benefit can be felt by all Indonesian
people without exception.

Keywords: Restrictions, Periodization officals position, Legislative Assembly,
Maslahah Mursalah
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MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi
dalam perbuatan”.

— Pramoedya Ananta Toer-
“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang

tidak pernah berhenti mencoba”
-Dzawin Nur-
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B be
< Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
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z Kha‘ Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)




D Ra‘ R Er
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o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
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¢ Gain G Ge
o Fa‘ F e(ef
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5 Ha‘ H Ha
s Hamzah _ Apostrof
$ Ya* Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

ditulis

muta’addidah

ditulis

‘iddah

C. Ta‘ Marbutah di Akhir Kata

1. Bilata’ marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
EPAEN Ditulis hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

RRPNEES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

hdls8 Ditulis Zakat al-fitrf

D. Vokal Pendek

1. Fathah Ditulis A
2. Kasrah Ditulis |
3. ---- & ---- | Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis A
bl
Ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
m
ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
sl slall

Xii




ditulis al- ‘Alwani
4, Dammah + wawu mati ditulis U
osle
ditulis ‘Uliim
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
1.
ph it ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati ditulis au
2.
Js ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Al ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
OY @84 ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qomariyyah

ol

ditulis

Al-Qur’an

ool

-

ditulis

al-Qiyas
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Al )l ditulis ar-Risalah

cloall ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
dal gl ditulis Ahl ar-Rayi
Jafasul) ditulis Ahl as-Sunnah

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam
trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan
huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

He ol s O el flimay e
Syahru ramadan al-laz1 unzila fthil-Qur’a
Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam sistem ketatanegaraan
di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pencerminan dari suara rakyat
yang menginginkan wakil-wakilnya dapat menyalurkan suara tersebut sampai
ke Pemerintah. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan
lembaga negara yang penting dalam sebuah negara, terkhususnya Indonesia
yang menganut sistem politik demokrasi.

Pengaturan mengenai lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkembang
sesuai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Perkembangan pengaturan
tersebut terjadi pada saat peristiwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen tersebut terjadi selama 4 kali
berturut-turut, pada tahun 1999-2002. Dalam Amandemen tersebut terdapat
lembaga negara yang kedudukannya dikurangi  seperti  Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), ada lembaga negara yang kewenangannya
diperkuat dan diperbanyak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta
terbentuknya lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).!

Selain itu, terdapat salah satu pasal yang diamandemen yang menurut

penulis penting sekali dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, yaitu

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.



pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden, masa jabatan Presiden hanya
boleh menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua periode dan setelah itu
tidak dapat dipilih kembali. Dengan catatan dalam satu periodenya durasi
jabatannya selama lima tahun. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2

Dengan adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan masa jabatan presiden dibatasi
dengan hanya dua kali masa jabatan atau dua periode dan setelah itu tidak dapat
dipilih kembali. Dengan hadirnya pembatasan masa jabatan ini diharapkan
dapat menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dan bersifat otoriter.
Serta dengan adanya pembatasan ini agar terjadinya prinsip checks and
balances dalam setiap lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berbeda dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif justru sebaliknya,
yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, mulai dari konstitusi yang mengatur mengenai Dewan
Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam BAB VII dari Pasal 19-Pasal 22B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452 tidak ada satu
pun pasal yang mengatur periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 76 ayat (4)

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7
% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19-22B



menyatakan bahwa: “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.”*

Terdapat ketentuan yang mengatur masa jabatan anggota dewan
perwakilan rakyat, tapi terdapat kekosongan hukum mengenai aturan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami 3 kali perubahan,
yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Serta yang terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun
2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang sering disebut
dengan Undang-Undang MD3). Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menjadi landasan hukum dalam

pelaksanaan pemilu, terkhususnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pasal 76 Ayat (4)



Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, tidak terdapat adanya syarat bakal calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.> Dengan demikian dari beberapa peraturan perundang-
undangan di atas tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu juga dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pasal 9 Ayat (5) yang menyatakan bahwa:
“Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota
yang baru mengucapkan sumpah/janji”.® 1si pasal Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat di atas sama persis isinya dengan Pasal 76 Ayat (4) Undang- Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum terkait pembatasan
masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan dan periodisasi masa jabatan sering dianggap sama oleh
masyarakat, padahal hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Masa
jabatan merupakan istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau
kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau
tugas-tugas tertentu, yang mana dalam kasus ini adalah jabatan Dewan

Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa masa

% Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 Ayat (1)
6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Pasal 9
Ayat (5)



jabatan Dewan Perwakilan Rakyat selama 5 tahun. Menjadi fokus permasalahan
skripsi penulis terkait periodisasi masa jabatannya yang tidak diatur. Karena
seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat juga diatur periodisasi masa jabatannya
seperti Presiden dan Kepala Daerah yang dibatasi 2 periode. Maksudnya
periode di sini adalah 1 periode sama dengan 5 tahun. Alhasil Presiden dan
Kepala Daerah hanya boleh menjabat selama 10 tahun. Berbeda dengan Dewan
Perwakilan Rakyat yang tidak ada Batasan periodisasi masa jabatannya,
sehingga dapat menjabat lebih dari dua periode. Oleh karena itu, menurut
penulis diperlukan adanya regulasi yang membatasi periodisasi masa jabatan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Polemik dengan tidak adanya peraturan mengenai pembatasan masa
jabatan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi penting diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Sebab, bisa ditilik dari sejarah masa lalu berupa
otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada saat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat terpilih lebih
dari dua periode masa jabatan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi
demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya merupakan pergantian kekuasaan
dan tidak hadirnya regenerasi kepemimpinan dalam lembaga partai politik.
Salah satu faktanya, terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat
enam periode sejak tahun 1987 — 2014 yaitu Tjahjo Kumolo’ dan Ceu Popong

yang berasal dari fraksi Golkar sudah 5 periode menjadi anggota Dewan

7 “Profil Tjahjo Kumolo,” Https://Www.Viva.Co.ld/Siapa/Read/193-Tjahjo-Kumolo-S-H
Akses 1 Februari 2022
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Perwakilan Rakyat hingga saat ini.® Serta Lukman Hakim Saifuddin berasal dari
fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menjabat sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga periode sejak tahun 1997-2009.° Maka
dari itu, melihat fakta bahwa terdapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
menjabat lebih dari dua periode, ini menunjukkan tidak sehatnya sistem
demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, perlunya penyegaran regenerasi
kepemimpinan, dengan adanya pembatasan masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diharapkan adanya kesempatan yang lebih luas bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bisa
menjadi awal yang bagus untuk menemukan pemimpin yang baru.

Selain itu, peraturan pembatasan masa periodisasi jabatan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dapat secara ideal akan berorientasi terhadap
anggota legislatif yang bertugas untuk mengabdi kepada Negara dan sebagai
perpanjangan tangan dari rakyat, bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga,
kelompok, maupun golongannya. Sebab, dengan adanya pembatasan
periodisasi masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, paling tidak
pikiran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa menjadi anggota DPR
merupakan sebuah pengabdian selama 5 (lima) tahun dan selesai di akhir masa
periode. Bukan malah sebaliknya, kekuasaan absolut yang dapat dinikmati
sampai kapan pun tanpa adanya peraturan yang membatasi masa jabatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa tahun terakhir ini semakin

8 «“Profil Popong Otje Djundjunan,” Https://M.Merdeka.Com/Popong-Otje-
Djundjunan/Profil/ Akses 1 Februari 2022

9 “Profil Lukman Hakim Saifuddin,” Https://M.Merdeka.Com/Lukman-Hakim-
Saifuddin/Profil akses 12 Juni 2022.
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banyak anggota legislatif yang terjerat tindak pidana korupsi. Yaitu beberapa
pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalnya Setya Novanto yang
menjabat dari tahun 1999-2019%°, Azis Syamsuddin yang menjabat dari tahun
2009-2024'*, dan Taufik Kurniawan yang menjabat dari tahun 2004-2019.%2

Dengan adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat di Indonesia, diharapkan dapat memberikan manfaat
terhadap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, sehingga penulis
menggunakan teori maslahah mursalah untuk menganalisis masalah tersebut.

Maslahah mursalah dapat dipahami sebagai suatu perkara yang secara
akal mengandung maslahat yang tidak ada pembahasan dalam syara’ berupa
perintah maupun larangan. Jika dikontekstualisasikan ke dalam sistem hukum
yang ada di Indonesia, teori maslahah mursalah sangat cocok untuk
menganalisis masalah urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Karena pengaturan terkait pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia masih
belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori maslahah mursalah, yang pengertiannya
suatu perkara secara akal yang mengandung kemaslahatan, tapi belum diatur

dalam nash maupun syara’.

10 «Profil Setya Novanto,” Https://Www.Viva.Co.ld/Siapa/Read/78-Setya-Novanto Akses
1 Februari 2022

1M Rosseno Aji, “Jejak Karier Azis Syamsuddin: Dari Advokat Hingga Pimpinan
DPR,” Https://Nasional. Tempo.Co/Read/1509900/Jejak-Karier-Azis-Syamsuddin-Dari-Advokat-
Hingga-Pimpinan-Dpr/Full&View=0k Akses 1 Februari 2022

12 Gibran Maulana Ibrahim, “Profil Taufik Kurniawan: Pimpinan DPR Kedua Yang
Ditahan KPK,” Https://News.Detik.Com/Berita/D-4285994/Profil-Taufik-Kurniawan-Pimpinan-
Dpr-Kedua-Yang-Ditahan-Kpk Akses 1 Februari 2022
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI
MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI

INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat
menarik beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti, yaitu:
1. Apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan
perwakilan rakyat di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan
anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap
pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat
di Indonesia
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam perkembangan ilmu mengenai urgensi pembatasan periodisasi
masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia

2. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi



serta manfaat bagi masyarakat yang tertarik terhadap kajian tentang

pembatasan periodisasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat

di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian
yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Jurnal karya Oky Pitoyo Laksono dari Universitas 17 Agustus
Semarang yang berjudul “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif
Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu ”.** Pada jurnal yang ditulis
olen Oky Pitoyo Laksono hasil penelitiannya adalah melihat potensi besar
calon petahana melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam Pemilu,
maka sudah seharusnya untuk membuat regulasi yang mencegah para calon
petahana memanfaatkan sumber daya yang ia miliki berkaitan jabatannya. Di
sisi lain calon petahana cenderung menyebarluaskan pengaruh politiknya di
lingkungan internal instansi dan membangun dinasti politik yang cenderung
melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, Pembatasan
masa periodisasi yang jelas perlu bagi anggota legislatif guna mencegah praktik
kecurangan dalam Pemilu.

Kedua, Jurnal karya Muhammad Al Kautsar dari Universitas Syiah

Kuala yang berjudul “Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Anggota

13 Oky Pitoyo Laksono, “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya
Meminimalisir Kecurangan Pemilu,” Nomos: Jurnal Penelitian llmu Hukum, Vol. 3:6 (Juni 2021).
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Legislatif Limitation Periods On The People’s Representative Council ”.** Hasil
penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Undang-Undang
Pemilihan Legislatif tidak memberikan batasan periodisasi terhadap masa
jabatan anggota legislatif karena pada dasarnya pemilihan umum terhadap
legislatif tidak boleh membatasi subjek untuk dapat bertarung dalam pemilihan
umum secara serentak, telah ada ambang batas parlemen bagi partai politik
untuk dapat menduduki kursi anggota legislatif dan hal-hal terkait pembatasan
masa jabatan diatur di dalam AD/ART Partai Politik. Implikasi dari ketiadaan
pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif : banyak kasus korupsi
yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislatif
cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada
demokrasi kapital, melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga
frame yang dibangun dalam lingkaran legislatif frame yang menguntungkan
individu atau kelompok tertentu.

Ketiga, Jurnal karya M.Suhiryadi dari Universitas Mataram yang
berjudul  “Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia”.'® Pada jurnal yang ditulis oleh
M.Suhiryadi hasil penelitiannya dapat simpulkan bahwa yang menjadi kendala
dalam pengaturan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah karena adanya

fenomena ketatanegaraan yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan

dengan fungsi parlemen, yang berdampak adanya dualisme kepemimpinan sebagai

14 Muhammad Al Kautsar, Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif
Limitation Periods On The People’s Representative Council, Jurnal IImiah Mahasiswa Bidang
Hukum Kenegaraan, Vol 3:3 (Agustus 2019).

15 M.Suhiryadi, “Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia,” Universitas Mataram, (2017).
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konflik internal DPD RI. Serta merujuk pada Pasal 6A dan Pasal 22C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pemilihan Umum
diselenggarakan sekali dalam lima tahun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
DPR, DPD, dan DPRD, maka jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut
mengikuti siklus pemilu. Dengan demikian pengaturan masa jabatan pimpinan DPD
dari aspek konstitusi berlaku ketentuan yang sama dengan lembaga-lembaga yang lain
yaitu lima tahun.

Keempat, Jurnal karya Vincent Suriadinata dari Universitas Kristen
Satya Wacana yang berjudul “Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga
Perwakilan Rakyat di Indonesia”.*® Jurnal ini berisi uraian mengenai betapa
pentingnya pembatasan periodisasi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat di
Indonesia (DPR, DPD, dan DPRD). Pembatasan periodisasi dimaksud dengan
pertimbangan: menjamin Hak Asasi Manusia, menghindari kesewenang-
wenangan anggota lembaga perwakilan rakyat, menciptakan lembaga inovasi
pemikiran di lembaga perwakilan rakyat.

Kelima, Skripsi karya Tsabbit Aqdamana dari Universitas Islam
Indonesia yang berjudul “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”}" Hasil penelitian
yang ada di skripsi ini menyimpulkan Pertama, mempertegas berapa tahun

menjabat dianggap satu periode. Kedua, masa jabatan dua periode DPR dan

18 Vincent Suriadinata, “Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan
Rakyat Di Indonesia,” Jurnal llmu Hukum Alethea, Vol. 1:1, (Agustus 2017).

17 Tsabbit Aqdamana, “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif
Demokrasi Konstitusional,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, (2020).
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DPD RI (limiting the tenure of two periods). Ketiga, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai penentu (the referee).

Keenam, Tesis karya Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla dari Universitas
Brawijaya yang berjudul “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan”.*®
Kesimpulan dari penelitian tesis ini yaitu diperlukan adanya pembatasan masa
periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mencegah
penyalahgunaan kekuasaan, karena Pertama, Indonesia adalah Negara hukum,
negara yang berdasarkan pada Konstitusi dan terdapat pusat-pusat kekuasaan
dalam negara. Kedua, dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Ketiga, pembatasan periode kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama
pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden/wakil presiden, agar
mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, adanya
kekosongan hukum pembatasan masa periode kerja Dewan Perwakilan Rakyat.
Kelima, korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Ketujuh, Tesis karya Fito Adji Satria Admaja dari Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Magasid Asy-Syari’ah”.'® Pada

tesis yang ditulis oleh Fito Adji Satria Admaja hasil penelitian yang ia dapatkan

18 Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan,” Tesis,
Universitas Brawijaya, (2018).

19 Fito Adji Satria Admaja, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di
Indonesia Perspektif Magasid Asy-Syari’ah,” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
(2019).



13

ialah Presiden dan Wakil Presiden dapat disebut dengan dwi tunggal yang
tergabung di dalam Lembaga Kepresidenan yang tugas dan kewenangannya
semua diatur dalam UUD 1945 Pasal 7 yang hanya diberikan kesempatan
menjabat selama dua periode. Dalam perspektif Magashid asy-Syari;ah,
pemberian batasan masa jabatan sejalan dengan konsep Maqashid asy-Syari’ah
selama itu tidak bertentangan pemeliharaan lima asas pokok dalam Magashid
asy-Syari’ah dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan indeks
pembangunan manusia. Akan tetapi, pemberlakuan dua kali masa jabatan belum
secara efektif Dberlaku di Indonesia karena masih ada kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan pada masa transisi incumbent mencalonkan kembali
pada periode keduanya.

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yaitu, peraturan perundang-undangan terbaru khususnya peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat, data survei paling terbaru tahun 2020 terkait korupsi
paling banyak di lembaga negara, komparasi berbagai negara yang telah
mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan teori Maslahah Mursalah yang dipakai belum ada penelitian
sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik merupakan kerangka konseptual atau teori-teori yang

akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan

diteliti.? Oleh karena itu, agar peneliti dapat memecahkan suatu persoalan sekaligus

20 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2021), him. 8.
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menjawab pokok permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa teori
yang relevan untuk menganalisis suatu masalah-masalah yang akan diteliti tersebut:
1. Teori Pembatasan Kekuasaan

Istilah konstitusionalisme dapat dipahami sebagai kepercayaan
mengenai esensi dari konstitusi, yakni kepercayaan yang digunakan dan
dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang
seiring dengan perkembangan peradaban manusia terkhususnya terkait
konstitusi. Dengan demikian, konstitusionalisme tidak hanya diketahui
dari arsip konstitusi, namun juga bagaimana praktik kehidupan
bernegara di negara tersebut.

Selain itu, konstitusionalisme juga dipahami sebagai paham
pembatasan kekuasaan sebab dengan adanya kekuasaan yang terbatas
maka konstitusi itu bisa dikatakan ada, lalu sebaliknya eksistensi
keberadaan konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan.

Salah satu ciri negara hukum, dalam bahasa Inggris disebut
dengan istilah the rule of law sedangkan dalam bahasa Belanda dan
Jerman disebut dengan istilah rechsstaat, ciri khas negara hukum salah
satunya adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara. Pembatasan tersebut dilakukan dengan ketentuan
hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme.??

Dalam empat ciri klasik negara hukum rechtsstaat, pembatasan

2L Mahkamah Konstitusi, “Modul Konstitusi Dan Konstitusionalisme ”, (Jakarta: Pusat
Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), him. 4

22 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid 11, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 11.
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kekuasaan menjadi salah satu ciri pokok negara hukum. Ide pembatasan
kekuasaan dianggap mutlak harus ada, sebab sebelumnya semua fungsi
kekuasaan negara cenderung sentralistis dan terkonsentrasi di tangan
satu orang, yakni ditangan Raja ataupun Ratu yang memimpin negara
tersebut secara turun-menurun. Bagaimana kekuasaan negara dikelola
tergantung kehendak pribadi dan kemauan Raja maupun Ratu tersebut
tanpa adanya kontrol yang jelas, sehingga berpotensi menindas dan
menghilangkan hak serta kewajiban yang seharusnya rakyat dapatkan.??

Pembatasan kekuasaan harus diatur melalui peraturan
perundang-undangan karena dalam praktiknya, penyelenggara
pemerintahan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan Lord Action
yaitu “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute”.
Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan manusia
yang mempunyai kekuasaan yang absolut sudah pasti menyalahgunakan
kekuasaannya.?* Dengan demikian, sebuah kekuasaan negara harus dibatasi
karena jika tidak adanya pembatasan pasti akan disalahgunakan.

2. Teori Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tapi

didukung kandungan beberapa nash.?® Sementara itu, Maslahah

23 |bid., him. 12.

24 M. Laica Marzuki, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7:4
(Agustus 2010), him. 4

25 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia
(YYogyakarta: Beranda Publishing, 2012), him. 92.
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Mursalah menurut ushuliyin ialah al-maslahah dalam arti mendatangkan
kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dengan demikian, maslahah
mursalah merupakan penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan
(kebaikan dan kepentingan) yang tidak ada ketentuannya di hukum syara’, baik
itu ketentuan umum ataupun ketentuan khusus.?®

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab yang
artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan. Sementara itu, Menurut bahasa aslinya kata
maslahah berasal dari kata salaha, yasluhu, salahan, yang berarti
sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sebab, pada dasarnya syari’at
diturunkan di dunia demi kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan kata mursalah menurut bahasa artinya terlepas
bebas, tidak terikat dengan dalil agama. Kata terlepas dan bebas bila
dikaitkan dengan kata maslahah. Maksudnya ialah terlepas atau bebas
dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya
dilakukan?’.

F. Metode Penelitian
Dalam proses penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian pustaka

%6 Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, Figh Dan Ushul Figh (Jakarta: Prenamedia Group,
2018), him. 39.

2" Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum
Islam’, Jurnal limiah Ekonomi Islam, Vol 4:1 (Maret 2018), him. 63-64.
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(library research), yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan
untuk memperoleh data penelitiannya.?® Penulis akan mencari
sebanyak-banyaknya sumber perpustakaan agar menghasilkan
penelitian yang baik dan bagus. Dalam hal ini untuk mencari data
Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah. Telaah
yang dilakukan agar memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan
pustaka yang relevan.
2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan deskriptik-analitik, yakni
penelitian dengan menjelaskan serta memaparkan data yang
berhubungan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya
sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan ialah yuridis-
normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, perbandingan, serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

28 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2020), him. 42.
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ini.?2 Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui
berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan
hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia.

. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga jenis
data yang dipakai ialah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi
tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum
yang mengikat. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan
bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:*°

a. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari, peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara
dan masa jabatan dewan perwakilan rakyat, yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 jo

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis

29 Sperdjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Peran Dan Penggunaan Kepustakaan Di

Dalam Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), him. 18.

52.

%0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Publishing, 2020), him.



19

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Tata Tertib.

. Bahan hukum Sekunder penelitian ini terdiri dari, teks hukum

seperti buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-
artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat

untuk mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis ialah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.! Analisis

data yang peneliti gunakan ialah kualitatif, yakni analisis yang

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau

kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh

kesimpulan.®?

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode induktif dan

deduktif. Ketika literatur yang relevan dan objek kajian telah terkumpul,

serta data-data yang dibutuhkan sudah diperoleh, maka peneliti akan

31 Masri Singaribun Dan Sofyan, Metode Penelitian (Jakarta: LP3ES, 1987), him. 263.
32 |_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2006), him. 248.
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memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang
sebelumnya bersifat khusus, yang kemudian menjadi karya ilmiah yang
berjudul Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini dan
dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus disusun secara
sistematis sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik. Dengan
demikian peneliti membaginya secara sistematis menjadi 5 bab yaitu sebagai
berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri beberapa sub bab
yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai pisau analisis untuk
membedah masalah-masalah dalam penelitian, dalam bab ini teori-teori yang
dipaparkan merupakan teori Pembatasan Kekuasaan dan Maslahah Mursalah.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai landasan hukum lembaga negara
dewan perwakilan rakyat. Penulis juga akan menyampaikan macam-macam
dewan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia. Dan juga gambaran umum
Dewan Perwakilan Rakyat, tugas, hak, kewajiban, dan lain sebagainya.

Bab Keempat, analisis penulis atas objek dalam penelitian ini, yaitu

bagaimana teori pembatasan kekuasaan dan maslahah mursalah membedah



21

masalah urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan menjadi
jawaban dari pokok permasalahan mengenai urgensi pembatasan periodisasi
masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran
yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi akademisi untuk penelitian
selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum sebagai sumbangsih

pemikiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat di Indonesia didasarkan oleh tiga faktor, yaitu
sebagai berikut:

a. Pertama, kekosongan hukum tentang periodisasi masa jabatan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak diatur dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah mengalami 3 kali perubahan. Yaitu,
Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta
yang terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3).
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Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Sehingga untuk
membatasi kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu
merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau Undang-Undang tentang MD3.

Kedua, Penyalahgunaan Kekuasaan Berbentuk Korupsi. banyaknya
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat kasus korupsi
konsekuensi dari tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan.
Seperti Azis Syamsuddin, Taufik Kurniawan, dan Setya Novanto.
Ketiga orang tersebut merupakan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang menjabat lebih dari dua periode serta merupakan
pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, Regenerasi Kepemimpinan. Periode masa jabatan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dibatasi menyebabkan tidak
terjadinya regenerasi kepemimpinan dalam anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia tidak
berkembang. Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat juga dapat mencegah terjadinya disfungsi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Regenerasi kepemimpinan
dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting, supaya
hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, dan

rakyat pun akan mendapatkan tenaga-tenaga serta pikiran-pikiran
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yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa Indonesia
ke arah yang lebih baik.

2. Pengaturan tentang pembatasan periodisasi masa jabatan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia harus segera dibuat, agar
meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinilai
dapat menghilangkan kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Serta
menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan, dikarenakan dengan
adanya pembatasan periodisasi tersebut dapat membatasi kekuasaan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak terjadinya kesewenang-
wenangan.  Menolak  kemudaratannya dapat terhindar dari
penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Sebab, tidak adanya
pembatasan periodisasi masa jabatan, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang sudah lebih dari dua periode berpotensi melakukan
korupsi. Sehingga pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dapat dikatakan sebagai suatu maslahah mursalah
karena ketentuannya akan memberikan kemaslahatan dan dapat
menghilangkan kemudaratan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran
bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan hukum berkaitan
mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat di Indonesia. sebagaimana dalam penelitian ini sudah diuraikan,
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maka sebaiknya jika memungkinkan melakukan amandemen ke- 5 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memasukkan
ketentuan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat di dalamnya. Selain itu, dapat juga merevisi Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Gagasan terkait pengusulan pembatasan periodisasi masa
jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera direalisasikan
mengingat adanya urgensi dari sisi kekosongan hukum, penyalahgunaan

kekuasaan berbentuk korupsi, dan regenerasi kepemimpinan.
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